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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

I 7 4O3 I Kab. lvl I 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KEDUAATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA NOMOR : 544 / PP.o I . 2-Kptl 7 aO3 I Kab. I lX I 20 t9

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PEI.IYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA

TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang a bahwa untuk menyesuaikan perubahan Tahapan,
Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2O20, sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali
Kota dan wakil wali Kota Tahun 202o;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan
Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Nomor : 544 / PP.O |.2-Kpil 7 a$ I Kab. I
lXl2O1,9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Muna Tahun 2O2O;

Mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;

b

1

2. Undang-Undang

SALINAN
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3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1O

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undalg-
Undang Nomor 1 Tahun 2O15 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 13O, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2O2O tentang Perubahan Atas Peratura-n Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 2Ol);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2Ol9 tentang Tahapan, Progr:am dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau WaIi
Kota dan Wakil Walikota Tahun 2O20 sebagaimana
telah beberapa kali diubah teralhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun
2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O
Nomor 615);

Memperhatikan
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KE"TIGA

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Nomor : 27 lPP.Ol.2-BAl7aO3 /Kab. lVll2O2O tentang
Rapat Pleno Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor :

54 4 I PP.O 1 .2-Kpt I 7 aO3 I Kab. I lX I 20 19 tentang Pedoman
Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2O20;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR :

544 I PP.O I .2-Kpt / 7 4O3 / Kab. / rX I 20 19 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PEI\iYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATT MUNA TAHUN 2O2O;

Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 544IPP.OI.2-
KptlT4OSlKab.lII.l 2Ol9 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Muna Tahun 202O.

Merubah ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai :

a. Masa ke{a Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara;

b. Penyerahal daftar penduduk potensial pemilih
pemilihan;

c. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
d. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
e. Penelitian persyaratan calon; dan
f. Pelaksanaan pemungutan suara.

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 202O meliputi:
a. Tahapan Persiapan;
b. Tahapan Penyelenggaraan.

KEEMPAT

KEDUA
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KEEMPAT

KELIMA

Merubah Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA huruf (a), meliputi :

1. Perencanaan program dan anggaran;
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
3. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi penetapan

tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
4. Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis;
5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan

(DPa);
8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

1. Tahapan pen5rusunan peraturan penyelenggaraan
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (2),
termasuk penJrusunan keputusan penyelenggaraan
Pemilihan.

2. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi
penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (3),
termasuk:
a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU

Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS.
3. Tahapan pemberitahual dan pendaftaran pemantau

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (6)
termasuk:
a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat;

dan
b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA huruf (b) meliputi :

1. Pendaftaran Pasangan Calon;
2. Penetapan Pasangan Calon;
3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
4. Penetapan Pasangan Calon;
5. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
6. Kampanye:

a. Masa Kampanye;
b. t"aporan dan Audit Dana Kampanye ;

7. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
pemungutan dan penghitungan su€rra;

8. Pelaksanaan
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KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

8. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
9. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil

penghitungan suara;
1O. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih

tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
1 1. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa hasil Pemilihan;
12. Penetapan dan pengumumzrn pasangan calon terpilih

pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
13. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon

terpilih;
14. Evaluasi dan pelaporan.

Rincian perubahan tahapan, program, dan jadwal
penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU merupakan acuan dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2O2O;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2O2O;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd,

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
TARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
ATEN MUNA
Sub Bagian Hukum dan Pengawasan

.<*

UM

a
o Manaf Fattah Alam
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I,AMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR : 1O9 lPP.ot.2-Kpt/ 7403 lKab. lvr l2O2O

TENTANG

PERUBATIAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMIUHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR :

s44 lPP.oL.2-Kpt/ 7403 / Kab.ltxl2o19 TEI{TANG

PEDOMAN TEKNIS TAI]APAN, PROGRAM DAN

JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2O2O

NO KEG]ATAN
JADWAL

awal ak].ir

I PERS]APAN

I
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN 30 September 2019

Penlrusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian
Hibah
Daerah (NPHD)

1 Oktober 2019

b Pengelolaan Program dan Anggaran
seteLa]l

penandatanganan
NPHD

3 (tiga) bulan setelah
pengusulan
pengesa1:an
pengangkatan

2
PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN
PEMILIIIAN

3O November 2O20

Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihal
sarrrpai dengan

tahapan penetapan
pasangan calon terpfih

a SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT 1 November 2O19 8 Desember 2020

b
PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU
PROVINSI, KPU KABUPATEN, PPK, PPS, PPDP DAN
KPPS

1 November 2019 8 Desember 2O2O

4
PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN
KPPS

a.

Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

1 PPK 15 Jaluari 2020 28 Februari 202O

PPS 15 Februari 2O20 21, Maret 2O2O

3 KPPS 1 Oktober 2O2O 23 November 2O2O

b Masa kerja PPK, PPS dan KPPS

1 PPK

a.

3.

2.
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JADWALNO KEGIATAN
awal akhir

PPK (sebelum penundaan Tahapan) I Marel 2O2O 31 Maret 2O2O

PPK (setelah penundaan Tahapan) 15 Juni 2020 31 Januari 2021

2 PPS 15 Juni 2O20 37 Januai 2021

3 KPPS 24 November 202O 23 Desember 2O2O

Pembentukan dalr Masa kerja PPDP

1 Pembentukarr 24 Jrurtt 2O2O 14 Juli 2O2Q

13 Agustus 2020

c

2 Masa Kerja 15 Juli 2O2O

PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

Pendaftaran Pemantau Pemilihan

2 Desember 20201) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri 1 November 2O19

8 November 2O20Pemantau Pemilihan Asing 1 November 2019

a.

2l

8 November 2020

5

b
Penda,ftaran kmbaga Pelaksana Survei atau Jajak
Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1 November 2019

PEI.IYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
PEMILIHAN

23 Jantari 2O2O 25 JaJ]nai 2020a.

22 MareI2O2Ob
Sint<ronisasi Daltar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir
dengan DP4

27 Maret 2O2o 23 Marel 2O2Oc.
Penyanpaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten

23 Mejet 20202l Maret 2O2O

6

d Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengar DPT
Terakhir

PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

15 Juni 2020 14 Jttli 2O2O

7

a
Penyrrsunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan
penyampaian kepada PPS

I

Penerimaan DP4

26 Januari 2O2O
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NO XEGIATAN JADWAL
awal akhir

b Pemutakhi.ran:

1) Pencocokaa dan penelitian 15 Juli 2020 13 Agustus 2020

2)
Penyrsunalr daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh
PPS 29 Agustus 2020

3)

Rekapitulasi da.ftar pemilih hasil pemutakhiran
tingkat desa/kelurahan dan pcnyampaiannya
beserta da.ftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK

3O Agustus 2O2O 1 September 2020

4)

Rekapituiasi daftar penilih hasil pemutakhiran
tingkat kecamatan dan penyampaiamya kepada
KPU Kabupaten

2 September 2020 4 September 202O

s)
Rekapitulasi da-ftar pemilih hasil pemutakhiran
tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS 5 September 2O2O 14 September 2020

6) Rekapitulasi DPS tingkat provinsi 15 September 2O2O 16 September 202O

7l
Penyampaial DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS
melalui PPK

14 September 2020 18 S€ptember 2020

8)
Pengumuman dan taltggapan masyarakat terhadap
DPS 19 September 2020 28 September 2O2O

e) Perbaikan DPS oleh PPS 29 September 2020 3 Oktober 2020

10) 4 Ql<ober 2O2O 6 Oktober 2O2O

11)

Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil
perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU
Kabupaten

7 Oktober 2020 9 Olilober 2020

r2l Da-ftar Pemilih Tetap (DPT)

a)
Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat
kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPI 9 Oktober 2020 16 Oktober 2O2O

b) Penyampaian DPT kepada PPS l7 Oktober 2O2O 26 Ohober 2O2O

c) Rekapitulasi DPf tingkat provinsi 17 Ol<tober 2O2O

d) Pengumuman DPt oleh PPS 28 Oktober 2O20 6 Desember 2020

7 Agustus 2020

Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil
perbaikan tingkat desa/ kelurahal kepa.da
PPK

18 Oktober 2O2O
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JADWALNO KEGIATAN
av/al al<hir

II PENYELENGGARAAN

1 PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON 28 Agustus 2020 3 September 2020

2 PENDAFTARAN PASANGAN CALON 4 September 2O2O 6 September 202O

VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT
CALON

a. Verifikasi Syarat Pencalonan 4 September 2020 6 September 2020

b
Pengumuman dokumen Pasangan Calon dal dokumen
Calon di laman KPU untuk mempe(oleh tangapan dan
masukan masyarakat

4 Septenber 2O2O 8 Septembcr 2O2O

c Tanggapan dan masukan masyarakat 4 September 2O20 8 September 2020

4 September 2O2O 1 1 September 2O2Od Pemeriksaan kesehatan

1 1 September 2020Penyampaial hasil pemeriksaan kesehatan

Verifikasi syarat calon 6 September 2020 12 Septemb€r 2020

14 September 2O2OPemberitahuan hasil Verihkasi 13 September 2O2O

Penyerahal Dokumen perbaikal syarat Calon 14 September 202Oh

Pengumu-man dokumen p€rbaikan syarat Calon di laman
KPU 14 September 2020 22 September 2020

J Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon 16 September 2O2O 22 Seplenber 2O2O

PENETAPAN PASANGAN CALON

a. Penetapan Pasalgan Calon 23 September 2020 23 September 2020

24 September 202O 24 Septernber 2O2Ob Pengundian da.rr pengumuman nomor urut Pasangan
Ca-lon

23 September 2020c Sengketa tata usaha negara Pemfihal

1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu
hovinsi/Bawaslu Kabupaten

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten ditetapkan

2) Perbaikan permohonan sengketa
Paling lama 3 (tiga) hari ke{a sejak
pemberitahuan kekurang len gkapan
permohonan

4

3) Penyelesaian sengketa darr putusal Pa.ling lama 12 (dua belas) hari kef a sejat
diterimanya permohonan

II
T

e. 12 September 2020

f.

16 September 202O

l.

9 November 2020
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JADWALNO KEGIATAN
awal akhir

4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usala negara
Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten

5)
Penggugat dapat memperbaiki darr meleng!<api
gugatan

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya
gugatan oleh PT TUN

6)
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN)
memeriksa dan memutus gugatan

Pa.ling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak
gugatan dinyatalal lengkap

7l
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten wajib
menindaklanj uti putusan PI TUN

Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan Pl
TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh)
Hari sebelum hari pemungut n suara

8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)
Paling lama 5 (lima) hari kerja sejal<
diterbitkamya putusan PT TUN

e) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi
Paling lama 20 (dua puluh) hari ke{a sejak
permohonan kasasi diterima

Paling lama 7 (tujuh) Hari setelal putusan MA
sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari
sebelum hari pemungutar suara

10)
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten wajib
menindaklanj uti putusan MA

5 PELAKSANAAN KAMPAI.IYE

26 September 2020 5 Desember 202Oa Masa Kampanye

5 Desember 2O2O1)

Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan
dialog, peoyebaran batnn kampanye kepada
umum, pemasang€rn alat peraga, dan/atau kegiatan
lain

26 September 2O20

26 September 2O20 5 Desember 20202) Debat publik/terbuka anlar Pasangal Calon

3)
Kampanye melalui media masa, cetak dan
elektronik 22 November 2O2O 5 Desember 2O2O

4l Masa tenang dan pembersihan aTat peraga 6 Desember 2O2O 8 Desember 2O20

b Laporan darr Audit Dana Kampanye

1) Penyerahal Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 25 September 2O20 25 September 2020

26 September 2O20 26 September 20202l Pengr:muman penerimaan LADK

3)
Penyerahan Laporan Penerimaan SumbangaIr Dana
Kampanye (LPSDK)

31 Oktober 2O2O 31 Oktober 2O2O

4l Pengumuman penerimaan LPSDK 1 November 2020 1 November 2O2O

s)
Penyerahan Iaporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye (LPPDK)

6 Desember 2020 6 Desember 2020

I

IIt
I

III

n-I

F

L

F!
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JADWALNO
awal al<hir

6)
Penyerahal LPPDK kepada Kantor Akuntan
Publik (KAP) 7 Desember 2020 7 Desember 2020

7\ Audit LPPDK 7 Desember 2O2O 21 Desember 2O2O

8)
Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten 22 De*nber 2O2O 22 Desetnber 2O2O

e) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon 23 Desember 2020 25 Desember 2O2O

10) Pengumuman hasil audit 23 Desemb€r 2O2O 25 Desember 2O2O

6 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN S UARA

a.
Pengadaan dan pendistribu sian perlengJ<apan
pemungutan dan penghitungan suara

1)
Proses pengadaan perlengkapan
pemungutan dal penghitulgal suara 7 Agustus 2O2O 20 November 2O2O

2l
Produksi dal pendistribu sian perlengkapan
pemungutan dan penghitungan suara

24 September 2O2O 8 Desember 2020

b Pemungutan suara

30 November 20201)
Penyampaian pemberita-huan kepada pemilih
untuk mernilih di TPS

9 Des€mber 2020 9 Desember 20202) Pemungutan dan penghitungal suara di TPS

3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS 9 Desember 202O 15 Desember 202O

4l
Pengumuman hasil penghitungan suara TPS
melalui larnal KPU oleh KPU Kabupaten 9 Desember 2020 15 Desember 2020

s)
Penyampaian hasil penghitungal suara dari KPPS
kepada PPS di TPS

9 Desember 2020 9 Desember 2020

6)
Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS
oleh PPS di desa / kelurahan 9 Desember 2020 15 Desember 2020

7
PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITUI.ASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA

a.
Penya,orpaian hasil penghiturgan suara di TPS oleh PPS

kepada PPK
9 Desember 2O2O 11 Desember 2O2O

b Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat
kecamatar oleh PPK

10 Desember 2O2O 14 Desember 2O2O

10 Desember 2O2O 20 Desember 2020

1O Desember 2O20 16 Desember 2O2Od Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di
tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten

T

II

I

KEGIATAN

8 Desember 2020

c.
Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan
pada papan p€ngumuman di kantor PPK darr melalui
laman KPU oleh KPU Kabupaten
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NO KEGIATAN JADWAL
awal af<hir

e

Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara
tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati

13 Desember 2020 17 Desember 2020

f.
Pengumuman hasil reLpfitulasi tingkat Kabupaten pada
tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui
laman KPU oleh KPU Kabupaten

13 Desember 202O 23 Desember 202O

8 PENETAPAN CALON TERPILIH

Penetapan pasang€rn ca-lon terpilih tanpa permohonan
perselisihan hasil Pemilihan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Paling lama 5 (Iima) Hari setelah Ma}tkamah
Konstitusi secara resmi memberitahukan
permohonan yang teregistrasi dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi IBRPK) kepada
KPU

9
PENYELESAIAN PEI,ANGGARAN DAN SENGKETA
HASIL PEMILIHAN

Menyesuaikal dengal jadwal penyelesaian
sengketa di Mahkamah Konstitusi

Penetapan pasangan ca-lon terpith pasca putusan
Mahkamah Konstitusi

Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan
penetapan, putusan dismisal atau putusan
Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU

10.
PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON
TERPILIH

Bupati dan Walil Bupati Terpilih:

1) Tidak ada permohonan PHP
Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan
pasangan ca-lon terpilih sebagaimana dimaksud
dalam algka 8 huruf a

2) Ada Permohonan PHP

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan
pasang,rn calon terpilih pasca putusan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud
dalam angka 9.

I
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11. EVALUASI DAN LAPORAN TAHAPAN

Bupati darl Wakil Bupati

1) Tidak ada permohonan PHP

Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan
pengesahan pengangkatan pasangan calon
terpilih sebagaimana dimaksud da.lam angka
1O huruf a angfta 1

2) Ada Permohonal PHP

Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan
pengesahan pengangkatan pasangan calon
terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10
huruf a angka 2

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd,

KUBA]S

n sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

MUNA
Bagian Hukum dan Pengawasan

Manaf Fattah Alam
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